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LEMBARAN DAERAII KABUPATEN PEMALANG 

NOMOR 7 TAHUN 2000 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG 

NOMOR 7 TAHUN 1999 

TENTANG 

RETRIBUSI TERMINAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BlJPATI KEPALA DAERAH TINGKAf II PEMALANG 

Menimbanµ a. bahwa dengan tclah ditetapkannya Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang 

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 

Daerah Tingkat II. maka Retribusi Terminal merupakan 

jenis retribusi Daerah Tingkat II ; 

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. 

""" . Mengmgat I. Undang-undang Nomor 13 Talmn 1950 tentang Pem­

bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengahjuncto Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; 

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
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Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2104) : 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209) ; 

4. Undang-undangNomor 14 Tahun 1992 tentang Latu Linta(, 

dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3480) : 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan I .cmbaran 

Ncgara Republik Indonesia Nomor 3685) : 

6. lJndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 3839) : 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentart.., 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

I lukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo­

nesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan I ,embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3258) : 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang 

Penyerahan Scbagian l Jrusan Pcmcrintahan di Bidang 

Latu Lintas ............... (3) 
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat 
I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik In­

donesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang 

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3692) ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 
tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah 
Perubahan; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi 
Daerah; 

l 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Tingkat I ................. (4) 
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Tiogkat I clan Daerah Tingkat II ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang 
Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14). 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan R.akyat Daerah Kabupaten Daerah ~ 
Tingkat II Pemalang. 

Menetapkan 

M F: M tJ TU S K A N 

PERATlJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAII TINGKAT II 
PEMALANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalan1 Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupatef) Daera1~ 
Tingkat II Pemalang ; 

c. Rupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dacrah 
Tingkat II Pemalang ; 

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan . . . . . . . . . . . . . . . ( 5) 
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undangan yang berlaku ; 

e. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan 
nama dan bentu.k apapun, persekutuan, perkumpulan, 

finna, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, dana pensiun. bentuk usaha tetap serta 

bentuk badan usaha lainnya ; 

f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang 
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan oleh sektor swasta ; 

g. Retribusi Terminal. yang selanjutnya disebut rctribusi 

adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 

parkir untu.k kendaraan penumpang dan bis umum. tern pat 
kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan termi­
nal yang dimiliki clan atau dikelola oleh Pemerintah Daeral1 

tidak termasuk pelayanan peron ; 

h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

termasuk pemungut atau pemotong retrihusi tertentu : 

1. Surat Pemberital1uan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi 

Daerah ............... (6) 
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Daerah ; 

J. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan 

besarnya jumlah retribusi yang terutnng ; 

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat 

keputusan yang menentukan tambahan atas jwnlah retribu:. -

yang telah ditetapkan : 

I. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lehih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan 

yang menentukan_jumlah kelebihan pembayaran retribusi 

karcna_jumlah kn.'Ciit retribusi lebih besar dan pada retnbusi 

yang terutang atau tidak seharusnya terutang : 

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan rctribusi 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda : 

n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajuk~. 

oleh Wajib Retribusi ; 

o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan 

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan 

perundang- .. .. . .. . . . . . . . . (7) 
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perundang-undangan Retribusi Oaerah ; 

p. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retrihus1 
Daerah yang terjadi serta menernukan tersangkanya 

BAB II 

NAMA. OHYEK DAN SlfBYEK RETHIRl'SI 

Pasal 2 

lkngan nama Rctnbusi ·1 erminal dipun!_!ut rctribusi scbapJ1 pcmhavJrnn atas 
pelayan.m penvediaan tcmpat parkir untuk kendaraan pcnumpang dan bis 
umum. tempat kegiatan usaha. fasilitas lainnya dilingkun11an terminal yang 
dimdiki dan atau dikelola nleh Pemerintah Daerah. 

P:tsal J 

(I) \ )hvd. Rctribusi adalah pelav;man pcnycdiaan fasilitas terminal ~ ang 
mcliputi : 

a. penyediaan tcmpat parkir kendaraan pcnumpang dan his umum 
b. penycdiaan tcmpat kegia1a11 usaha : 
c. fosilisitas lainnya di lingkungan terminal 

t2) Tidak tcrmasul-. ohyck rdrihu:--i adalah pdayanan peron dan penyi.:diaan 
fasilitas terminal yang. dikclola olch Pcrusahaa11 I )acrah dan Pcrusahaan 
Swasta. 

Pasal 4 ............... (8) 
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Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas 
terminal. 

BAB Ill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Rctribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa lJsaha. 

BABIV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu 
remakaian fasi litas terminal. 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR UAN BESARNYA TARIF 

Pasal 7 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pa<la tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

BAB VI ............... (9) 
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BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 8 

( l) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan 
dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 

No. Jenis Pelayanan Jenis Kendaraan Tarif 

1. Setiap mobil bis umum - Kendaraan Bis Rp. 600,-/sekali 
yang masuk Terminal cepat masuk 

- Kendaraan Bis Rp. 300,-/sekali 
Lambat masuk 

, 
Setiap mobil penum--· 
pang umum (non bis) - Kendaraan non Rp. 200,-/sekali 
yang masuk terminal Bis antar Kota masuk 

- Kendaraan non Rp. I 00,-/sekali 
Bis dalam Kota masuk 

3. Sctiap Kendaraan - Kendaraan bermotor Rp. 300,-/sekali 
yang masuk Terminal Roda Empat masuk 

- Kendaraan bermotor Rp. 200,-/sekali 
Roda Dua masuk 

- Sepeda Rp. l 00,-/sekali 

4. Pemakaian Ruang tidur - Rp.2.000,-/malam 

5. Pemakaian Tempat - Kios Tarif sesuai dengan 

Usaha - Los Perda Pemakaian Ke-
kayaan Daerah 
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6. Setiap penggunaan fa­
silitas tempat di ling­
kungan terminal bagi 
kendaraan Bis dan Non 
Bis yang mangkal di luar 
jalur pemberangkatan 

10 

Pasa! 9 

Rp.2.000,-/1 hr 
I malam 

Rp.1.000,-/1 hr 

(I) Setiap orang atau bad&n yang mclaksanakan kegiatan mata pencaharian 
di dalam lingkungan tenninal harus memperoleh izin dari Bupati Kepala 
Daerah kecuali pedagang asongan dan pena\var jasa. 

(2) Kepada para pedagang / penjuai jasu yang melaksanakan usahanya di 
areal atau wilayah terminal dikenakan Retribu~i Pasar. 

(3) Tata cara dan persyaratan permohona., izin sebagaimana dimaksud ayat 
{1) Pasal ini, diatur oleh Bupati K~pala DaeraJ1. 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutung dipungut di wiiayah Daerah tempat pelayanan fasilita.,~ 
terminal diberikan. 

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 11 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen 

Jain ............... (11) 
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PEN.JELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG 

NOMOR 7 TAHUN 1999 

I. 

TENTANG 

RETRIBUSI TF:RMINAL 

PENJELASAN UMUM 

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1989 tentang 

Retribusi Penggunaan Terminal dengan seg~la Perubahannya yang didasar­

kan pada Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan 

lJmum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan 

kembali tentang Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal I s/d 11 Cukup jelas. 

Pasal 12 ayat (I) Bagi Wajib Retribusi yang mengguna-

kan SKRD. 

Pasal 12 ayat (2) dan (3) Cukup jelas. 

Pasal 13 s/d 29 Cukup jelas. 

&&& 
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BAB IX 

SURAT PENDAFTARAN 

Pasal 12 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD. 

\..., (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat ( l) Pasal ini hams diisi dengan 

jelas, benar dan Iengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau 

kuasanya. 

( 3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana 

Jimaksud ayat (I) Pasal ini diatur o!eh Bupati Kepala Daerah. 

BAB X 

PENETAPAN RETRJBUSI 

Pasal 13 

(I) Berdasarkan S PTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat ( 1) Peraturan 

Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

~ (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan 

atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah retribusi yang teruumg, maka dikeluarkan SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal iui dan SKRDKBT 

sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala 

Daerah. 

BAB XI ............... (12) 
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BAB Xl 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 14 

(I) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati 

Kepala Daerah. 

BAB XII 

SANKSI ADMINlSTRASl 

Pasal 15 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 

perseratus) setiap bulan dari rctribusi yang tcrutang atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan mcnggunakan STRD. 

IJAB XIII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 16 

(I) Pembayaran rctribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari 

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

SKRDKBT dan STRD. 

(3) Tata cara ............ (13) 
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(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur 

oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah. 

BAB XIV 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 17 

't..,,, l 1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai 

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 

7 (tujuh) hari sejak: jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / 

peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi 

retribusinya yang terutang. 

( 3) Surat ·1eguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 

ayat ( 1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk. 

BAB XV 

KEBERATAN 

Pasal 18 

L, ( l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala 

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. 

( 2) Keberatan diajuttan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, 

Wajib ............... (14) 
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Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan 

retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT 

dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retrihusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwajangka walctu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 

di luar kekuasaannya. 

( 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 

(2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga 

tidak dipertimbangkan. 

( 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewaji-ban membavar retrihust dan 

pelaksanaan penagihan retribus1. 

Pasal 19 

( 1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka \vaktu paling lama() ( enam) hulan 

sejak tanggal sural keb'eratan diterima harus memheri kepumsan atas 

keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat herupa mencrima 

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retrihus1 

yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat { l) Pasal ini klah 

lewat dan Rupati Kepala Daerah ti<lak memherikan suatu kcputusan. 

keberatan yang diajukan tersehut c!ianggap dikahulkan. 

BAH XVI ..... ...... (15) 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/

15 

BAB XVI 

PENGEMBALIAN KELEBlliAN PEMBAYARAN 

Pasal 20 

( 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah. 

\.... (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini. harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaim~ma dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah 
dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan. 
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan 
SKRDLB harus diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama l (satu) 
bulan. 

( 4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

( 5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 
ayat (I) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

~ bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

( 6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 
Jewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan 
imbalan bunga sebesar 2 % ( dua perseratus) sebulan atas keterlambtan 
pembayaran keJebihan retribusi tersebut. 

Pasal 21 ............... (16) 
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Pasal 21 

(I) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Bupati Kepala Oaerah dengan sekurang-kurangnya 
menyebutkan : 

a. nama dan alamat Wajib Retribusi ; 
b. besamya kelebihan pembayaran ; 
c. alasan yang singkat dan jelas. 

(2) Pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
secara langsung atau melalui pos tercatat. 

( 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 
merupalcan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah. 

Passi 22 

( 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat ( 4) Peraturan Daerah 
ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

BAB XVII 

PENGURANGAN,KERINGANAN 

DAN PEMBEIJASAN RETRIBUSI 

Pasal 23 

( 1) Bupati Kepala Daerah dapal memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan .............. (17) 
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pembebasan retribusi. 

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribu-,i diatur oleh 
Bupati Kepala Daerah. 

HAB XVIII 

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 24 

( l) Hak untuk melakukan pcnagih~ rctribusi. kadaluwarsa setclah mclampaui 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya rctribusi. 
kecuali apabila Wajih Retribusi mclakukan tindak pidana di bidanµ 
Retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan rctribusi sehagaimana dimaksud ayat (I) Pasal 
ini tcrtangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Teguran. atau ; 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wa_jih Rctribusi baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur 
oleh Bupati Kepala Daerah. 

BAB XIX 

KETENTtJAN PIDANA 

Pasal 25 

(l) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kcwajihannya sehingga 

merugikan ............... ( 18) 
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merugikan Keuangan Daerah diancam pidana k~ungan paling lama 

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribu 

yang terutang. 

( 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini adalah pelanggarru 

BAB XX 

PENYIDIKAN 

Pasal 26 

( l) . Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daera 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk rnelakukan penyidika 

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. sebagaimana dimaksud dalar 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

( 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( l) Pasal ini adalah 

a. menerirna, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ata 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daera 

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas 

b. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oran 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuka 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bada 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lai 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk1 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakuka 

penyitaan ............... (1 S 
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penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ; 
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau ternpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimam1 dimaksud 
huruf e : 

h. memotret seseorang. berkaitan dengan tindak pidana d1 hidang 
Retribusi Daerah : 

1. memanggil orang untuk didcngar keterangannya dan diperiksa sebaga1 
tersangka atau saksi : 

_1. menghentikan penyidikan 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kclancaran pcnyidikan 
tindak pidana di hidang Retribusi Dacrah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawahkan. 

( .1) Penyidik sebagaimana dimaksud ayal ( l ) Pasal ini mcmbcritahukan 
dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum sesuai kctentuan yang diatur dalam I lndang-undang 
Nomor 8 Tahun 198 I tentang Hukum Acara Pidana. 

HAB XXI 

KETF.NTlJAN PRNlJTlJP 

Pasal 27 

J lal-hal yang hclum diatur dalam Pcraturan Daerah ini. akan diatur lehih 
lanjut olch Bupati Kepala Dacrnh, scpanjang mengcnai pclaksanaannya. 

Pasal 28 ............... (20) 



     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/
20 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Pcraturan Daerah Tingkat II 

Pemalang Nomor 4 Tahun 198-9 tentang Retribusi Penggunaan Terminal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1990 Nomor 

1 Seri R Nomor 2). dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan. ~ 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal I Juli 1999 

OEWAN PERWAKll..AN RAKYAT DAElUH UUPATI KEPAL.A DAERAH TINGKAT II 
KABl!PATf.N DAERAH TINGKAT II I' E !\t A L A :"-i c; 

I' F M A L A 'l c; 

Kctua. 
Cap. Cap. 

ttd. 

II. TARMUDJI 

Diundangkan di Pcmalang 
paJa tanggal 25 Maret 2000 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

Cap. 

ttd. 

Ors. H. MOELJONO 

ud. 

Ors. II. Ml!NIR 

LEMBARAN lJAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 7 


